
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR z'TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN DANA AIOKASI UMUM ?AMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAII/AS,

Medmbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2o20

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Tambahan Tahun 2o2o, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penetapa,r Dana Alokasi Umum

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap

Keluahan di Kabupaten Muai Ra$'as Tahun Anggaran

2020.

Mengingat : 1. Undalg-Undang Nomor 28 Tehun 1959 tent€ng

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera SeLatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 182 1);

2. Undang-Undang Nomor 17 Taltun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 47, Tambahal Lemba,an Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangatt Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 21438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indoneeia Tahun 2014 Nomor 244, Tambqhan L€mbaran

Negara Republik Indonesira Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah bebempa l(ali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahrm 2014 tentsng

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Feraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 20OS tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerinuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah 0.€mbaran Negata

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerinrah Nomor 17 Tahun 2Ol8 tentang

Kecamatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201E Nomor 73);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tcntang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2O2O (l*rl,baru\ Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 22o);

6.

8.

9.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK'07/2020

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Tambahan Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 202O (kmbaran Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanarn Kegiatan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan {Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2019 Nomor 2O);

14. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahusr A.ngggren 2O2O (Berita

Daerah Tahun 2019 Nomor 98), s€bagEimana tclsh

beberapa kali diubah terakhir deugan kraturan Bupati

Nomor 14 Tahun 2O2o tentang Perubahafl Ketiga Atas

Peraturan Bupa.ti Nomor 9a Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah l(abupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 141-

MEMI.IIUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAfi TE|ITANG PENETAPAN DANA

AIPKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

KELURA}IAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN

MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O.

PARnF r(OSRDTNASI

i' ii0 ltiiiiult



5.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. IGbupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adal,ah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas'

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD l(abuPaten Musi

Rawas.

7-

AnggaEn Pcndapatan dan Belar{a Daerah, yang

sel,anjutnya disingkat APBD adalah riencana

keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Jrang dibahas dan disehrjui bersama oleh

Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang setranjutnya

disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk oleh

Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk

memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal

penetapan kebijakan angaran daerah.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD

edaleh tmsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

Penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah

Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari lGcarnAtan

sebaggi perangkat Kecamotan.
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10. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan Setiap Kelurahan, yang selanjutnya

disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi

Kelurahan di daerah untuk kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana Kclurahan dan Pemberdayaan

masyamkat di Kelurahan.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutoya

disinf&at RKUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Bupati untuk metlamprrng seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetaPkan.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat

Daerah da.lam bentuk upaya yalg berisi satu atau

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

13- IGgiatan adalah bagan dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

Perangkat Daerah scbagai bagian dari pencapeian

sasaran terukur pada suatu program dan rcrdiri dari

sekumpulan tindakan Pengemhan sumber daya baik

yang berupa personil (sumber daya manusia), barang

modal terrnasuk peralBtan dan telmogi' dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber

daya tersebut sebagai masukan (inpuQ untuh

menghasilkan keluaran (outpuQ dalam bentuk

barang/jasa.

14. Sisa kbih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya

disingkat SiLPA adalah sclisih lcbih rcalisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran Eelama satu

periode angaran,

o
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15.

t6.

77.

(l)

(21

PemberdaJraan masyarakat adalah pnoses

pembalgunan dimana masyarakat berinisiatif untuk

memulai proses kagiatan sosial untuk memperbaiki

situasi dan kondisi dirinYa'

Pengelol,aan keuangan adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan'

penatausahaan, pclaporan, pertanggungiawaban'

dan pengawasan keuangan daerah.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belaqja

Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belsnja Daerah

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai

dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG UNGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkaanya Peraturan Bupati ini adalah

untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi S.tiap

Kelurahan di l(abupatcn Musi Ran as.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

agar pcnetapan Dana Alokasi Umum Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di

Kabupaten Musi Rawas dapat dilaksanakan dengan

tertib administrasi dafl tepat sasaran.

BAB trI

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. jumlah DAU Tambahsn Bantuqrl Pendaraan lkluraha.n;

b. rincien pembagian DAU Tambahan Bantua[

Pendanaan Kelurahan; dan

|I^-*-,*-**-*ll-------J
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c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan'

BAB W

JUMLAH DAU TAMBAITAN BANTUAN PENDANAAN

KELURAIIAN

Pasal 4

(1) Dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun

Anggaran 2O2O dianggarkan DAU Tambahan

Bantuan Fendanasn Kelurahan sebesar Rp.

366.OOO.oOO,OC' (rige ratus enam puluh enam juta

rupiah) untuk masing-masing Kehrrahan eebanyak

13 (tiga belas) Kelumhan di lGbuPaten Muei Rawas.

(2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan di l(abupaten Musi Rawas

scbagaimana dimaksud Pada ayat (l) sebesar Rp.

4.?58.OOO.OOO,OO (emPat milyar tujuh ratus lima

puluh delapan juta mpiah).

BAB V

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN

PENDANAAN KELT'RATIAN

Pagal 5

Rincian DAU Tambahan Barttuan Pendanaan lGlurahan

setiap Kelurahan di KabupaGn Musi Rawas Tahun

Anggaran 2O2O scbagaimana Grcantum dalam

L€mpiran Peraturan Bupa.ti ini.

BAB VI

MEKANISME PENGAI'KASIAN DAU TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURA}IAN

Pasal 6

(l) Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan

Pendanaan Kelurahan setiaP Kelurahan di

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O

dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
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(2) DAU Tambahan Bantuart Pendanaan Kelurahan

digunakan untuk kegiatan yang telah diatur

berdasarkan ketentuan Irraturan perundang-

undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ferehrra$ Bupati irri mrrlai herlalru F€da t8tr\ggal

diundangkan.

Agar s€tiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannjra dalam Berita Daerah KabuPatcn Musi

Rawas.

Ditetapkan di Murra Bcliti

pada tangqal 2e lwt 2o2o

Diundangkan di Muara Bcliti

pada tangeal U l'At) 2o2o

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RA\IIAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH TABUPATEN MUSI RAUTAS TAHI,'N 2O2O NOMOR.34

o
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I.,AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

:29 TAHUN 2O2O

.20 lA4 2O2O

: PENETAPAN DANA AIOI(ASI

UMUM TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN

KELURAHAN

KELURAHAN

SETIAP

DI

KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

NO KELLTRAHAN KECAMATAN

BESARAN DAU
TAMBA}IAN
BANTUAN

PENDANAAN
KELURAHAN (RD.I

I 2 3 4
1. Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu 366.000.000,0o

a Muara (elingi KecaEatan Muara Kelingi 366.OOO.OOO,OO

Muara lEkitan Kecamatan Muara l-akitan 366.OOO.OOO,OO

4. Marga Tunggal Keca.matan Jayaloka 366.OOO.OOO,O0

5. Megang Saki I Kecamatan Megang Sakti 366.OOO.OOO,OO

6. Talang ubi Kecarnatan Megang Sakti 366.OOO.OOO,OO

7. Srikaton Kecamatan TugutEulyo 366.OOO.OOO,OO

a. Prlwodadi I(ecamatan Purwodadi 366.000.000,O0

9. ManguD Hado KecaEatan Purwodadi 366.0O0.000,00

10. Terawas KecaEatan STL Ulu
Terewas

366.000.0o0,00

11. Sumber Harta Kecernetsn SudberHar:ta 366.000.000,0o

12. Pasa.r Muaia Bcliti Keca.oratar Muala Bcliti 366.OOO.OOO,OO

13. Selangit Kecamata, Selangit 366.O00.000,o0

t O T A L .........................................IP. 4.75a.Oqr.O0O,OO
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